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Penelitian ini dilakukan karena melihat volume pembiayaan UUS Bank 
Sulselbar hanya sekitar 4-7% pertahun dari total kredit yang disalurkan Bank 
Sulselbar. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan antara lain Dana 
Pihak Ketiga (DPK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap volume Pembiayaan pada Unit 
Usaha Syariah Bank Sulselbar. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
publikasi Bank Sulselbar dan Badan Pusat Statustik. Teknik pengolahan data 
menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
software SPSS 21 for windows. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel 
DPK dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap volume 
Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. Hasil regresi menunjukkan 
nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,797, hal ini berarti 79,7% variabel 
Pembiayaan dapat dijelaskan dari kedua variabel bebas (DPK dan PDRB), sedangkan 
sisanya yaitu 20,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini. 











A. Latar Belakang 
Pada dasarnya perbankan syariah menurut Muhamad merupakan 
pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang 
dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan 
muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang 
menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai 
moral dan prinsip-prinsip Islam (Muhamad, 2014:1). 
Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dalam bentuk bank 
maupun non-bank, telah tumbuh dengan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari 
jumlah lembaga keuangan syariah yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. 
Hal ini merupakan dampak positif dari dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 
tentang perbankan, yang memungkinkan perbankan konvensional untuk melakukan 
dual banking system atau mendirikan divisi syariah (unit usaha syariah). 
Unit Usaha Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai 
kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan 




sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah (Al 
Arif, 2012). 
Sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, unit 
usaha syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan tersebut merupakan sumber utama 
penghasilan dari sebuah lembaga keuangan khususnya unit usaha syariah. Sebagian 
besar dana unit usaha syariah di operasionalkan dalam bentuk pembiayaan, maka dari 
itu pembiayaan mempunyai kedudukan istimewa pada unit usahasyariah. 
Bank Sulselbar Syariah merupakan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. 
Diketahui bahwa proporsi penyaluran pembiayaan syariah masih relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan proporsi penyaluran kredit konvensional. Saat ini, jumlah 
penyaluran pembiayaan syariah hanya sekitar 4 – 7 % per tahun (Lihat Tabel 1) 
terhadap total kredit yang disalurkan oleh Bank Sulselbar (2013 -2016). Tentunya, 
dengan proporsi jumlah penduduk muslim yang besar di wilayah Sulawesi Selatan 
seharusnya akan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan 
pembiayaan syariah dibandingkan dengan mengambil kredit konvesional. Selain itu, 
kredit yang tidak mengindahkan kaidah islam dapat digolongkan dengan kategori 
riba, dimana riba dalam islam merupakan hal yang dilarang. Hal ini disebutkan di 
beberapa ayat dalam beberapa surah dalam kitab suci Al-Quran, seperti pada Q.S Al-




                       
                                  
                                
                
 
Terjemahnya: 
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.” 
Ini juga dikuatkan oleh ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 
Tahun 2004 tentang keharaman bunga yang menyebutkan bahwa praktek 
pembungaan uang baik yang dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, 
Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu telah 






Tabel 1.1 Penyaluran Kredit Bank Sulselbar dan Pembiayaan UUS Bank Sulselbar 
Periode 2013 – 2016 
Uraian 
Tahun 
 2013 2014 2015 2016 






















Sumber : Dikalkulasi dari Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Sulselbar Tahun Berakhir Desember 
2013 - 2016 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
penyaluran pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. Kegiatan 
penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. 
Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki 
kemampuan dalam menghimpun DPK, karena DPK merupakan sumber utama 
pembiayaan pada bank syariah. 
Faktor lain yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Unit Usaha 
Syariah Bank Sulselbar adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Peningkatan PDRB menunjukkan tingkat kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat. 
Peningkatan ini juga menunjukkan adanya tambahan pendapatan masyarakat 
sekaligus merubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, 
tambahan pendapatan mendorong masyarakat yang mengajukan pembiayaan kepada 




disebabkan oleh kemampuan dari sisi penghasilan bertambah dan dapat digunakan 
untuk membayar angsuran dari pembiayaan. 
Penelitian tentangpembiayaan pada bank syariah telah diteliti diberbagai negara 
di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, sejumlah peneliti telah mengkaji hal 
tersebut dengan menggunakan berbagai macam metode, variabel, dan kategori bank 
serta basis waktu yang berbeda. Terkait dengan kategori bank, sejumlah peneliti 
menggunankan basis bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
seperti Kalkarina et al (2016). Penelitian lainnya menggunakan informasi keuangan 
dari bank umum yang beroperasi di Indonesia seperti Furqaini & Yaya (2016;). 
Terdapat juga sejumlah peneliti yang mengkaji pembiayaan syariah dengan 
menggunakan informasi data keuangan satu bank saja, misalnya di Bank Muamalat 
seperti Pratami & Muharram (2011) di Bank Mandiri Syariah seperti Patodan Rejeki 
(2013) dan di Bank BNI Syariah seperti Susilo et al (2012). 
Kaitanya dengan metode penelitian, peneliti pada umumnya menggunakan 
metode regresi seperti Puspitasari & Elen (2017). Namun, sejumlah peneliti juga 
dijumpai menggunakan kombinasi serta metode yang berbeda, seperti Kalkarina et al 
(2016) yang menggunakan metode deskriptif, regresi dan regresi panel dalam satu 
kajian. Andraeny (2011) dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) 
serta Susilo et al (2012) dengan analisis Strengths Weakness, Opportunities and 
Threats (SWOT). 
Pada tataran variabel, sejumlah peneliti befokus meneliti variabel tertentu yang 




Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF) dan/atau Dana Pihak 
Ketiga (DPK)  lebih sering digunakan oleh sejumlah peneliti untuk meneliti pengaruh 
terhadap penyaluran pembiayaan syariah seperti Palupi & Kusumawati (2015). 
Beberapa variabel lainnya yang juga digunakan untuk menguji hubungan dengan 
pembiayaan syariah adalah variabel ekuitas seperti penelitian Puspitasari & Elen 
(2017), tingkat bagi hasil seperti Furqaini & Yaya (2017) serta Return on Asset 
(ROA) dalam penelitian Pratami & Muharram, (2011). 
Terkait dengan bank daerah, terdapat sejumlah penelitian dengan objek unit 
syariah bank daerah, misalnya kajian di Unit Syariah Bank Riau oleh Nandar (2010), 
di Unit Syariah Bank Jateng, Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di 
Pulau Sumatera oleh Cahyono & Rani (2017), dan di Unit Usaha Syariah BPD DIY 
(2017). Dari penelitian tersebut, tidak ditemukan adanya bahasan spesifik yang 
meneliti aspek pembiayaan syariah di unit syariah bank daerah. 
Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini di fokuskan untuk meneliti 
faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Unit Usaha Syariah 
Bank Sulselbar dengan menggunakan basis data keuangan publikasi quartal. Adapun 
faktor yang dianggap berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Unit  Usaha 
Syariah Bank Sulselbar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dana pihak 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 
difokuskan untuk menjawab faktor-faktor yang dianggap berdampak terhadap volume 
penyaluran pembiayaan syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. Fokus 
pertanyaan khusus adalah : 
1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap volume pembiayaan 
pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar di Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 
volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
C.  Hipotesis 
Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan thesa yang berarti 
kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 
kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan dari teoritis yang diperoleh 
dari tinjauan pustaka/penelitian terdahulu. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban 
sementara atas pertanyaan penelitian, Martono (2014:67). Berdasarkan tinjauan 
pustaka/penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank 
Sulselbar di Provinsi Sulawesi Selatan. 
D.   Definisi Operasional 
Adapun definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat disajikan pada tabel 2 berikut: 
Tabel 1.2 : Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Simbol Variabel Definisi 
X1 Dana Pihak Ketiga 
(DPK) 
Jumlah seluruh volume giro wadiah, giro 
mudarabah, tabungan mudharabah, tabungan 
wadiah, dan deposito mudarabah yang dikumpulkan 
oleh Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dalam 
suatu rentang waktu periode selama tiga bulan 
(Quartal). 
X2 (Produk Domestik 
Regional Bruto) 
PDRB 
Jumlah seluruh output sektor ekonomi dalam suatu 




Jumlah seluruh penyaluran pembiayaan mudarabah 
dan murabaha dalam suatu rentang waktu periode 
tiga bulan (Quartal). 
 Pengaruh Sejauh mana variabel independent (DPK dan output 
PDRB) memprediksi variabel dependent (volume 
pembiayaan) (Sugiono, 2008:277). 
 
E.  Kajian Pustaka 
Penelitian yang terkait dengan pembiayaan syariah sudah dilakukan oleh 
sejumlah peneliti. Pada umumnya, peneliti hanya berfokus pada variabel DPK dan 




kredit dengan objek penelitian pada bank umum ditemuakan adanya penggunaan 
variabel PDRB. Beberapa penelitian tersebut antara lain: 
Kalkarina et al (2016) menggunakan metode  statistik deskriptif dan analisis 
regresi panel dengan variabel dependen Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF), dan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan variabel 
independennya pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah yang 
terdaftar di BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Capital 
Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Financing (NPF), dan simpanan Dana Pihak 
Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. 
Secara parsial simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non 
Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 
berbasis bagi hasil. 
Furqaini & Yaya (2016) dengan menggunakan analisis regeresi linier 
mengungkap bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, Capital Adequacy 
Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh 
positif terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan 
syariah di Indonesia. Adapun secara parsial yang berpengaruh positif terhadap 
volume pembiayaan berbasis bagi hasil adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berpengaruh postif terhadap porsi pembiayaan 




Andraeny (2011) menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk 
menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, dan Non Performing 
Financing (NPF) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan 
syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 
Hismendi (2015) menggunakan variabel produk domestik regional bruto 
(PDRB), laju inflasi, dan tingkat suku bunga untuk menguji pengaurh variabel 
tersebut terhadap permintaan kredit pada bank-bank umum di provinsi  Aceh. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDRB) dan laju inflasi 
beerpengaruh positif  terhadap permintaan kredit, sedangkan tingkat suku bunga 
berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit pada bank-bank umum di provinsi 
Aceh. 
Nurbiaty (2017) menggunakan metode regeris untuk menguji pengaruh 
variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, dan Non Performing Financing 
(NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Hasil  
penelitian ini menunjukkan secara simultan ketiga variabel tersebut (Dana Pihak 
Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan tingkat bagi hasil) berpengaruh 
positif dan signifikan. Sedangkan secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non 
Performing Financing (NPF) berpengaruh postitf dan sginifikan, sementara tingkat 
bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi 




Yaya (2015) dengan menggunakan metode regresi linier untuk  mengetahui 
pengaruh pengaruh dana pihak ketiga (DPK), tingkat bagihasil dan Non Performing 
Financing (NPF) terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada 
perbankan syariah di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, 
tingkat bagi hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan 
berbasis bagi hasil. Sementara untuk porsi pembiayaan ditemukan bahwa hanya 
variable tingkat bagi hasil yang berpengaruh signifikan terhadap porsi pembiayaan 
berbasis bagi hasil. 
Kalesaran (et al 2016) melakukan penelitian tentang permintaan kredit 
investasi pada bank umum di Sulawesi utara dengan variabel independen Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), suku bunga kredit (SBK) investasi, dan tingkat 
inflasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel 
tersebut (PDRB, SBK investasi, dan tingkat inflasi) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap permintaan kredit investasi. Sedangkan secara parsial variabel 
PDRB berpengaruh positif, sedangkan SBK investasi dan tingkat inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan. 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 




a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume 
pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini anatara lain sebagai 
berikut: 
a. Bagi perbankan, sebagai sumber informasi untuk pengembangan perbankan 
syariah khususnya Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dalam hal penyaluran 
pembiayaan. 
b. Bagi akademisi, dapat menjadi salah satu referensi untuk pengembangan 
keilmuan khususnya dalam bidang perbankan syariah. 
c. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama, penelitian 








A. Unit Usaha Syariah 
Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank Syariah adalah aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 
dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah, Hasibuan (2009:40). 
Bank umum selain dapat mengubah kegiatan usahanya dari usaha 
yang  berdasarkan konvensional ke kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, 
juga dapat membuka cabang khusus tersendiri yang kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah. Model seperti ini dikenal dengan sebutan dual banking system, yaitu 
terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara 
berdampingan). Dengan model seperti itu, maka operasional bank syariah tidak 
berdiri sendiri (mandiri), tetapi masih menginduk pada bank konvensional. Dengan 
demikian, operasional perbankan syariah tersebut hanya menjadi salah satu bagian 
dari program pengembangan bank umum konvensional, model itu biasa disebut 
dengan unit usaha syariah (UUS), Djumhana (2012:201). 
UU No.21 Tahun 2008 tetang perbankan syariah menjelaskan bahwa Unit 
Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat 
Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit 




kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 
cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 
Kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan Unit Usaha Syariah (UUS) 
sebagaimana dirinci dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah antarlain sebagai berikut: 
1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi‟ah atau 
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah 
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad 
musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad 
istishna‟, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
5.  menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
6.  menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk 
ijarah 
muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 
Syariah; 
7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah; 
9. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar 
transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, 
musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; 
10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh 
pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 
11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip 
Syariah; 
12. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 




13. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 
14. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip 
Syariah; 
15. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di 
bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud diatas, Unit 
Usaha Syariah (UUS) juga dapat melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana 
ketentutan dalam pasal 20 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; 
2. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan 
Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal; 
3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 
menarik kembali penyertaannya; 
4. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip 
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; 
5. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka 
pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui pasar uang; dan 
6. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah 
lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 
 
B. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga 
Dana pihak ketiga atau yang biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat 
menurut Ismail (2010:43) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal 




Bank dalam menghimpun dana masyarakat menawarkan produk simpanan kepada 
masyarakat. 
UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa 
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah 
dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi‟ah atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa Dana Pihak Ketiga 
(DPK) perbankan syaraih adalah simpanan dana dari masyarakat atau nasabah yang 
dihimpun oleh perbankan syraiah melalui produk-produk penghimpun dana yang 
terdiri dari giro, tabngan, dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. 
2. Produk Penghimpunan DPK 
Pada dasranya, produk penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan 
oleh bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, artinya dalam sistem 
perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (demand deposit), tabungan 
(saving deposit), deposito (time deposit) sebagai sarana untuk menghimpun dana 
masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak 
dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan 
melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang 
dipilih oleh nasabah, Anshori (2007:79). Karim menjelaskan bahwa penghimpunan 




oprasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat tersebut 
adalah prinsip wadiah dan mudharabah (Karim, 2014:107). 
a. Giro Syariah 
Giro secara umum menurut Karim (2014:351) adalah “simpanan yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 
sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan”. Giro dalam perbankan 
syariah terbagi atas dua, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Adapun yang 
dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan 
fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang 
dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 
1) Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu 
titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. 
Kaitannya dengan produk giro, perbankan syariah menerapkan prinsip wadiah 
yad dhamanah, yaitu nasabah bertindak sebagai peniti yang memberikan hak 
kepada perbankan syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana 
titipannya, sedangkan perbanakan syariah bertindak sebagai pihak yang dititpi 
yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dan tidak berkewajiban untuk 
memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun 
demikian, perbankan syariah diperkenankan memberikan insentif berupa 




2) Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. 
Dalam hal ini, perbankan syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola 
dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). 
Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, perbankan syariah dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 
mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak 
lain. Dari hasil pengelolaan dana  mudharabah, perbankan syariah akan 
membagihasilkan kepada pemillik dana sesuai dengan nisbah yang  telah 
disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
b. Tabungan Syariah 
Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 
1992 tantang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan 
itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah giro yang dijalankan 
berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah 
Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang 
dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip 
wadiah dan mudharabah, Karim (2014:357). 
1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 
wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat 




wadiah, perbankan syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu 
nasabah bertindak sebagai peniti yang memberikan hak kepada perbankan 
syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipannya, sedangkan 
perbanakan syariah bertindak sebagai pihak yang dititpi yang disertai hak 
untuk mengelola dana titipan dan tidak berkewajiban untuk memberikan bagi 
hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, perbankan 
syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan 
tidak disyaratkan sebelumnya. 
2) Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 
mudharabah. Dalam hal ini, perbankan syariah bertindak sebagai mudharib 
(pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik 
dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, perbankan syariah dapat 
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah 
dengan pihak lain. Dari hasil pengelolaan dana  mudharabah, perbankan 
syariah akan membagihasilkan kepada pemillik dana sesuai dengan nisbah 
yang  telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
c. Deposito Syariah 
Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 
1992 tantang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan 
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut 




dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah 
mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan secara 
syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsipmudharabah, Karim 
(2014:357). 
Dposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan akad 
mudharabah. Dalam hal ini, perbankan syariah bertindak sebagai mudharib 
(pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). 
Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, perbankan syariah dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 
mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Dari 
hasil pengelolaan dana  mudharabah, perbankan syariah akan membagihasilkan 
kepada pemillik dana sesuai dengan nisbah yang  telah disepakati dan dituangkan 
dalam akad pembukaan rekening. 
C. Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) 
PDRB menurut Saberan (2002:5) adalah nilai tambah yang mampu diciptakan 
dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah PDRB merupakan 
gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi 
baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai 
produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam 




penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang 
dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang 
digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang 
bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya 
penyusutan. 
PDRB memiliki perbedaan atas dasar yaitu, (1) PDRB atas dasar harga 
konstan menggambarkan totalitas dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar). Dengan 
menggunakan harga konstan maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun 
semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dan sudah tidak mengandung 
fluktuasi harga (inflasi atau deflasi). (2) PDRB atas dasar harga berlaku 
menggambarkan total dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 
harga berlaku pada tahun berjalan, Sukirno (2003:164). 
Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan 
yaitu, pendektan produksi, pedekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. 
1. Pendakatan produksi 
Pada pendekatan produksi, penghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang 
diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi/sektor ekonomi di daerah tersebut 
dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor 
atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai 
produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai 





2. Pendekatan pendapatan 
Pada pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi 
diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, 
yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung 
neto.pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus 
usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, 
sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada 
sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal 
ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang 
dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan 
jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya. 
3. Pendekatan pengeluaran 
Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan 
akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi 
penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk 
konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, 
konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok 







D. Pembiayaan Syariah 
1. Pengertian Pembiayaan Syariah 
Sebagai lembaga keuangan, fungsi dan kegiatan yang dilakukan perbankan 
syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, penyaluran dana dalam 
istilah perbankan syariah disebut dengan pembiayaan. 
Istilah pembiayaan pada intinya berarti i belive, i itrust, „saya percaya‟ atau 
„saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (turst), 
berarti lembaga pembiaayan selaku pemberi dana menaruh kepercayaan kepada 
seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan 
dengan benar, adil, dan harus disertai dengan akad/ikatan dan syarat-syarat yang 
jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua pihak, Rivai (2008:3). 
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan 
perngertian mengenai pembiayaan pada perbankan syariah yaitu penyediaan dana 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara perbankan syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
2. Tujuan Pembiayaan 
Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujaun 
pembiayaan secara makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk 




produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. 
Sedangkan secara mikro, pembiayan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, 
meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan 
dana, Rivai & Arifin (2010:681) 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan tidak hanya 
sekedar peningkatan keuntungan saja, melainkan juga pada peningkatan 
kebermanfaatan. Pembiayaan memberikan manfaat baik bagi bank selaku pemberi 
pembiayaan maupun nasabah selaku pengelola dana. 
3. Produk Produk Pembiayaan Syariah 
Menurut Karim (2002:97-109) secara garis besar produk pembiayaan syariah 
terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya 
yaitu: 
a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba’i)  
Prinsip jual beli (ba’i) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan 
dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (Transfer Of Property), 
yang mana tingkat keuntungan ditentukan didepan (diawal) dan menjadi bagian harga 
atas barang yang dijual. Landasan syariah dari prinsip pembiayaan ini yaitu pada QS. 
al-Baqarah [2] : 275 ; 







“. . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .” 
Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu 
penyerahan yakni sebagai berikut: 
1) Pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual-beli di mana bank 
menyebut jumlah kenuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, 
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan 
pemasok ditambah keuntungan (margin). 
2) Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara 
tanggguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindah sebagai 
pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual 
beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu 
penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketika barang telah 
diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan 
nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. 
3) Pembiayaan istisna’. Istisna’ menyerupai produk salam, tapi dalam istisna’ 
pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. 
Sistem istisna’ dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada 






b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 
Transaksi ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya 
prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada 
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah 
objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang 
yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah 
muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). 
Landasan syariah dari pembiayaan dengan prinsip sewa ini yaitu pada QS. al-Baqarah 
[2]: 233; 
 
. . .                           
                        
 
Terjemahnya: 
“. . . dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan”. 
Ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut” 
menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban mebayar upah (fee) secara 





c. Pembiayaan berdasarkan prinsip Bagi Hasil 
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah 
sebagai berikut : 
1) Pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah 
musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya 
keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang 
mereka miliki secra bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua 
piak atau lebih dimana meraka secra bersama-sama memadukan seluruh 
bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 
2) Pembiayaan mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang 
populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah 
adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal 
(shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 
(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang 
esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi 
atau manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam 
mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam 
musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih 
d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap 
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad 
pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di 




untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta 
pengganti biayabiaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah akad. Adapun 
jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut: 
1) Hiwalah (alih hutang-piutang). Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk 
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 
produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. 
2) Rahn (gadai). Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan 
pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 
3) Qardh (penyediaan dana tagihan). Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi 
qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: Sebagai pinjaman 
talangan haji. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu 
kredit syariah seperti melalui ATM. Sebagai pinjaman kepada pengusaha 
kecil. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, untuk kesejahteraan dan 
memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. 
4) Wakalah (perwakilan). Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila 
nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 
pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang 
5) Kafalah (garansi Bank). Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk 
menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat 
mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini 




wadi’ah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendaptkan penggatni biaya atas jasa 
yang diberikan. 
E. Kerangka pikir 
Dana Pihak Ketiga (DPK)merupakan dana simpanan masyarakat yang berupa 
tabungan, giro dan deposito, yang pada bank syariah menggunakan prinsip wadi’ah 
dan mudharabah. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk 
ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya 
yaitu pembiayaan. Menurut Muhammad (2005 : 265), salah satu sumber dana yang 
bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Maka dari itu,terdapat 
pengaruh antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap volume pembiayaan pada unit 
usaha syariah.  
PDRB di suatu daerah adalah ukuran pencapaian kegiatan ekonomi daerah 
tersebut Sukirno (2004:17). Peningkatan PDRB menunjukkan tingkat kemakmuran 
yang dicapai oleh masyarakat. Peningkatan ini juga merepresentasikan adanya 
tambahan pendapatan masyarakat sekaligus merubah pola konsumsi masyarakat 
menjadi lebih tinggi. Kenaikan tingkat konsumsi ini mendorong kenaikan produksi, 
sehingga permintaan akan pembiayaan untuk meningkatkan produksi juga meningkat. 
Sehingga terdapat pengaruh antara produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap 
volume pembiayaan. Berdasaran uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam 


































A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitia ini adalah kuantitatif. Martono (2014:20) 
mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang 
dikonversi menjadi data yang berbentuk angka-angka. Dalam penelitian ini, data yang 
digunakan adalah data yang berupa angka-angka. Jenis Penelitian ini digunakan 
dalam metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar 
variabel, data yang terdiri atas angka- angka dan dapat dianalisis berdasarkan proses 
statistik, Noor (2010:38). 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary 
date) yang bersifat time sreies, berupa laporan keuangan triwulan periode Januari 
2010 – Juni 2017 pada Unit Usaha  Syariah Bank Sulselbar yang telah dipublikasikan 





D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk mengumuplkan data dalam penelitian ini  
adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri, 
mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang diperoleh. Data 
dokumentasi diperoleh dari laporan keuangan triwulan Unit Usaha Syariah Bank 
Sulselbar yang telah di publikasi pada website resmi Bank Sulselbar dan pada website 
Badan Pusat Statistik. Data yang dikumpulkan meliputi DPK (giro wadiah, giro 
mudharabah, tabungan  wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudhharabah), 
output PDRB, dan jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan. 
E. Tehnik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 
menghasilkan estimator linear yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari 
metode kuadrat terkecil biasanya dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil 
yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. 
Adapun masing-masing dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik sebagai berikut, 
a. Uji Multikolinieritas 
Uji moltikolinieritas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka 
dinamakan terdapat problem moltikolinieritas (MULTIKO). Untuk mengetahui 




inflation Factor)  dari masing-masing variabel bebas terhadap  variabel terikat 
Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 berarti mengindikasi bahwa dalam model tidak 
terdapat moltikolinieritas, Ghozali (2013:103).  
Besaran VIF (variance  inflation Factor) dan toleramce, pedoman suatu model 
regresi yang bebas moltikolinieritas adalah : 
1. Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 
2. Mempunyai angka tolerance disekitar angka 1. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
UjiHeteroskedastisitas bertujuan  untuk menguji apakah dalam model regresi  
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pegamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pegamatan yang laintetap, maka 
disebut homoskedastsitas dan jika berbeda  disebut heteroskedastisitas.Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, 
Ghozali (2013:134). 
c. Uji Normalitas 
Uji normalitas  bertujuan  untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  Seperti diketahui bahwa uji t 
dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Kalau 
asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi titik valid untuk jumlah sampel kecil.  
Pada peinsipnya normalitas  dapat dideteksi dengan  melihat data pada sumbu 





2. Analisi Regresi  
a.  Analisis Regresi Berganda 
Regresi Linear berganda merupakan regresi linear untuk pengujian lebih dari dua 
variabel bebas (independen). Menurut Siregar (2013:301) analisis regresi berganda 
adalah pengembangan dari regresi sederhana untuk memprediksi permintaan yang 
akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih 
variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Pada 
penelitian digunakan untuk menganalisis apakah ada pegaruh dua atau lebih variabel 
(bebas) dengan satu variabel dependen (terikat) dalam penelitian, yang dinyatakan 
dengan persamaan :  
Y = a +β lX1 + β 2X2  + e. 
keterangan : 
Y = volume pembiayaan syariah 
 a = konstanta  
β = koefisien regresi 
X1 = DPK (Dana Pihak Ketiga), 
X2 = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 
e = error 
b. Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Irianto (2004:206) Koefisien determinasi (R
2
) menjelaskan seberapa 




ganda koefisien korelasi merupakan sumbangan/kontribusi variabel bebas terhadap 
variabel Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1semakin mendekati 1 persamaan garis 
regresi adalah semakin baik. Dan dikatakan tidak baik jika semakin mendekati nilai 0.  
Usman dan Nurdin (2013:72). 
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji  ini  diakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independentsecara 
signifikan terhadap variabel dependent. Jika Fhitung< Ftabel, maka secara bersama sama 
variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak 
signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat 
dijelaskan oleh perubahan  variabel  independen, dimana tingkat signifikasi yang 
digunakan yaitu 5%.  Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 
digunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaaruh 
terhadap variabel yang dijelaskan, digunakan uji statistic F, hipotesis yang digunakan 
adalah 
H0 : β1 = β2 = 0  
Semua variabel independent tidak dipengaruhi variabel dependen secara 
bersama-sama. 
H1 : β1 = β2 ≠ 0  
Semua variabel independent dipengaruhi variabel dependen secara bersama-
sama. 
Pada tingkat signifikan 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan 




1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila Fhitung < Ftabel, atau jika propabilitas Fhitung> 
tingkat signifikan 0,05 maka H0 diterima, artinya variabel penjelas secara 
serentak atau bersama sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan 
secara signifikan. 
2. H0 ditolak  dan H1 diterima apabila Fhitung > Ftabel, atau jika propabilitas  Fhitung< 
tingkat signifikan 0,05 maka H0 ditolak, artinya variabel penjelas secara 
serentak atau bersama sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara 
signifikan. 
d. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara 
individual dalam menerangkan variasi- variabel terikat. Tujuan dari uji t adalah untuk 
menguji koefisien regresi secara individual. Nilai t tabel yang diperoleh dibadingkan 
dengan nilai t hitung,  bila t hitung < dari t table, maka Ho ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel  independen berpengaruh pada variabel dependen.Begitu 
pun sebaliknya jika t hitung > t tabel maka Ho diterima, dengan kesimpulan bahwa 









HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Perusahaan 
 
Gambar 4.1 : Bank Sulselbar Syariah 
a. Sejarah Singkat PT Bank Sulselbar UUS 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada 
tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 




tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 
tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara 
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi 
Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan 
Daerah Sulawesi Selatan. 
Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal 
dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat 
dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya 
dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan 
Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan 
Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD 
menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. 
Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 
Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan 





Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan 
Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. 
Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati 
Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang 
Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. 
Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para 
pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar. 
Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama 
ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang 
Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank 
Sulselbar. 
Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Cabang 
Makassar dibentuk pada tanggal 28 April 2007 ditandai dengan pembukaan Kantor 




dengan pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Maros pada tanggal 28 November 
2007 oleh Bupati Maros. Untuk Kantor Cabang Syariah Makassar diresmikan pada 
tanggal 30 Desember 2008 yang diresmikan oleh Sekprov Sulsel. 
b. Produk UUS Bank Sulselbar  
Produk-produk yang dimiliki oleh Bank Sulselbar Syariah yang dalam hal ini 
bertujuan untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) ada tiga macam, yaitu: 
1) Tabungan Syariah 
Tabungan Syariah Bank Sulselbar Syariah menggunakan prinsip Mudharabah 
(Bagi Hasil) 22,5 : 77,5 (porsi 22,5 untuk pihak nasabah dan porsi 77,5 untuk pihak 
bank) 
Persyaratan untuk pembukaan Tabungan Syariah untuk nasabah perorangan:  
a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Aplikasi pembukaan Rekening 
Tabungan yang sudah dipersiapkan oleh bank. 
b) Mengisi dan menandatangani surat akad. 
c) Melampikan foto copy kartu identitas misalnya ; KTP/SIM/KITAS/ PSSPORT. 
d) Bagi nasabah yang memiliki NPWP perorangan lampirkan foto copy. 
e) Setoran awal minimal Rp. 50.000,- (saldo minimum Rp. 20.000,-). 
Persyaratan pembukaan Tabungan Syariah untuk nasabah perusahaan: 
a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Aplikasi pembukaan Rekening 
Tabungan yang sudah dipersiapkan oleh bank. 
b) Mengisi dan menandatangani surat akad. 




d) Mampirkan foto copy surat-surat izin perusahaan (SITU, SIUP, TDP, NPWP 
Perusahaan). 
e) Melampirkan foto copy Akta pendirian perusahaan. 
f) Setoran awal minimal Rp. 50.000,- (saldo minimum Rp. 20.000,-). 
2) Deposito Syariah 
Deposito Syariah Bank Sulselbar Syariah (UUS) adalah simpanan berjangka 
menggunakan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) dengan porsi bagi hasil yang berbeda 
tergantung jangka waktu penempatan deposito. Pilihan jangka waktu deposito 1, 3, 6, 
atau 12 bulan. 
Persyaratan pembukaan Deposito Syariah untuk nasabah perorangan: 
a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Aplikasi pembukaan Rekening 
Tabungan yang sudah dipersiapkan oleh bank. 
b) Mengisi dan menandatangani surat akad. 
c) Melampikan foto copy kartu identitas misalnya ; KTP/SIM/KITAS/ PSSPORT. 
d) Bagi nasabah yang memiliki NPWP perorangan lampirkan foto copy. 
e) Setoran awal deposito minimal Rp. 1.000.000,-. 
Persyaratan pembukaan Deposito Syariah untuk nasabah perusahaan: 
a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Aplikasi pembukaan Rekening 
Tabungan yang sudah dipersiapkan oleh bank. 
b) Mengisi dan menandatangani surat akad. 




d) Mampirkan foto copy surat-surat izin perusahaan (SITU, SIUP, TDP, NPWP 
Perusahaan). 
e) Melampirkan foto copy Akta pendirian perusahaan. 
f) Setoran awal deposito minimal Rp. 1.000.000,-. 
Deposito juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas 
pembiayaan. 
3) Giro Syariah 
Giro Syariah Bank Sulselbar Syariah (UUS) adalah simpanan dengan prinsip 
wadiah (titipan). 
Persyaratan pembukaan Giro Syariah untuk nasabah perorangan: 
a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Aplikasi pembukaan Rekening 
Tabungan yang sudah dipersiapkan oleh bank. 
b) Mengisi dan menandatangani surat akad. 
c) Melampikan foto copy kartu identitas misalnya ; KTP/SIM/KITAS/ PSSPORT. 
d) Bagi nasabah yang memiliki NPWP perorangan lampirkan foto copy. 
e) Setoran awal giro minimal Rp. 1.000.000,- (saldo minimum Rp. 1.000.000,-). 
Persyaratan pembukaan Giro Syariah untuk nasabah perusahaan: 
a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani Aplikasi pembukaan Rekening 
Tabungan yang sudah dipersiapkan oleh bank. 
b) Mengisi dan menandatangani surat akad. 




d) Mampirkan foto copy surat-surat izin perusahaan (SITU, SIUP, TDP, NPWP 
Perusahaan). 
e) Melampirkan foto copy Akta pendirian perusahaan. 
f) Setoran awal giro minimal Rp. 1.000.000,- (saldo minimum Rp. 1.000.000,-). 
Fasilitas lain dari Bank Sulselbar Syariah (UUS) adalah ATM. 
Manfaat ATM Bank  Sulselbar Syariah untuk memudahkan bertransaksi di 
lebih dari 13.000 mesin ATM berlogo ATM BERSAMA di seluruh Indonesia dan 
lebih dari 20 ATM Bank  Sulselbar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Barat. Fasilitas ATM Bank Sulselbar Syariah diantaranya: 
1) Penarikan, informasi saldo dan penggantian PIN. 
2) Pembayaran tagihan telepon dan HP. 
3) Pengisian ulang pulsa. 
2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan 
Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar memiliki visi, 
misi, dan strategi perusahaan, hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
a. Visi Perusahaan 
Menjadi  Bank yang terbaik dikawasan Indonesia Timur dengan dukungan 
manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan 
nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat. 
 
b. Misi Perusahaan 






1) Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah. 
2) Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. 
3) Salah satu sumber pendapatan asli daerah. 
 
c. Motto Perusahaan 
Dunia perbankan terus mengalami perkembangan, dalam rangka meng-
antisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan yang akan datang serta 
persaingan global, Bank Sulselbar Syariah memiliki motto “Bersama Meraih Berkah” 
artinya Bank Sulselbar memiliki tektad  untuk secara terus menerus meningkatkan 
kinerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan 
dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi dalam upaya mencapai 
keberhasilan bersama-sama. 
2. Analisis Data 
a. Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka terdapat  
masalah multikolinear. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak 
terdapat masalah mulikolinear. Dasar pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya 
multikolinear dalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance 
Iinflation Factor) yaitu apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 




multikolinearitas (Ghozali, 2006: 104). Berikut adalah hasil uji multikolinearitas 
yang diperoleh penulis : 
Tabel 4.1 








T Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -97293,263 46789,198  -2,079 ,047   
DPK ,449 ,217 ,349 2,069 ,048 ,246 4,071 
PDRB 
4,495 ,000 ,581 3,440 ,002 ,246 4,071 
a. Dependent Variable: Pembiayaan 
Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan 
besarnya  nilai tolerance dari masing-masing variabel independen sebesar 0,246  
lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Iinflation Factor) dari masing-masing 
variabel independen sebesar 4,071, angka ini tidak lebih dari 10. Maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. 
2) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi  
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pegamatan yang 




disebut homoskedastisitas dan jika berbeda  disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2013:134).  
Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah jika titik-titik pada grafik Scatterplot 
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 
menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik 
tidak membentuk pola yang jelas, serta menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 135). Berikut adalah 
hasil pengujian heteroskedastisitas yang penulis peroleh: 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 




Berdasarkan grafik 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak 
membentuk pola yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 
(nol) pada sumbu Y. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi 
penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas pada model regresi ini. 
3) Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 
vareabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 
bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi titik valid untuk jumlah 
sampel kecil.  Pada peinsipnya normalitas  dapat dideteksi dengan  melihat data pada 
sumbu diagonal dari grafik. Model regresi yang baik akan memiliki distribusi data 
normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi 
normal. Untuk mendeteksi normal tidaknya distribusi residual dapat menggunakan 
analisis grafik melalui grafik normal P-P Plot. Normal tidaknya data dapat dilihat 
dengan dasar pengambilan keputusan jika garis (titik-titik) mengikuti  garis diagonal 
(Sunyoto, 2016: 97).  
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan bila tidak hati-hati secara 
visual kelihatan normal, namun secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu 
dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2006: 156). 







Hasil Uji Normalitas 
 
Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan grafik 4.1 terlihat bahwa titik-titik  mengikut garis diagonal. 
Maka dapat ditarik  kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 
Selain pengujian yang dilakukan dengan grafik P-P Plot juga dilakukan 
pengujian statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian 
distribusi residual dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel 
Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih besar atau diatas 0,05 berarti 






Hasil Uji Normalitas 















Kolmogorov-Smirnov Z ,832 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
,494 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.2 dapat 
dilihat nilai signifikansi sebesar 0,494. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 
b. Analsis Regresi 
1) Analisis Regresi Berganda 
Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara Dana Pihak Ketiga (DPK), 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pembiayaan dengan menggunakan 





Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -97293,263 46789,198  -2,079 ,047 
DPK ,449 ,217 ,349 2,069 ,048 
PDRB 4,495 ,000 ,581 3,440 ,002 
a. Dependent Variable: Pembiayaan 
Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3, dapat dibentuk persamaan 
regresi berganda sebagai berikut: 
Y = -97293,263 + 0,449 X1+ 4,495 X2 
Keterangan: 
Y  = Volume Pembiayaan 
X1 = DPK (Dana Pihak Ketiga), 
X2 = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 
2) Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan 












Model R R Square Adjusted R 
Square 






 ,811 ,797 68087,71724 ,376 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DPK 
b. Dependent Variable: Pembiayaan 
Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan tabel 4.3 besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,797, hal ini 
berarti 79,7% variabel Pembiayaan dapat dijelaskan dari kedua variabel bebas (DPK 
dan PDRB), sedangkan sisanya yaitu 20,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model ini. 
3) Uji F 
Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi 
pengaruh variabel-variabel independen (DPK dan PDRB) secara bersama-sama 
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a. Dependent Variable: Pembiayaan 
b. Predictors: (Constant), PDRB, DPK 
Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 
dengan nilai F hitung sebesar 57,975 dan nilai F tabel 3,35. Hal ini menunjukkan 
bahwa F hitung (57,975) > F tabel (3,35) yang artinya DPK dan PDRB secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan. 
4) Uji t 
Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari masing-
masing variabel independen (DPK dan PDRB) terhadap variabel dependen 






Hasil Uji t 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -97293,263 46789,198  -2,079 ,047 
DPK ,449 ,217 ,349 2,069 ,048 
PDRB 4,495 ,000 ,581 3,440 ,002 
a. Dependent Variable: Pembiayaan 
Sumber: Output SPSS 21 
a) Variabel DPK 
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi DPK (X1) lebih 
kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048 dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel 
yaitu t hitung sebesar 2,069 sementara t tabel sebesar 1,703. Maka dapat disimpulkan 
bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan. 
b) Variabel PDRB 
Terlihat pada tabel 4.5 nilai signifikansi PDRB (X1) lebih kecil dari 0,05 yaitu 
sebesar 0,002 dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu t hitung sebesar 
3,440 sementara t tabel sebesar 1,703. Maka dapat disimpulkan bahwa PDRB 







Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan software SPSS 21 dapat 
dilihat bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas (DPK dan PDRB)  
berpengaruh terhadap variabel terikat (volume pembiayaan). Pengaruh yang diberikan 
kedua variabel bebas tersebut bersifat positif. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 
yang telah diajukan. Penjelasan dari pengaruh masing-masing variabel bebas tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiiga (DPK) terhadap Volume Pembiayaan 
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa Dana 
Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan pada 
Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. Artinya tinggi rendahnya Volume Pembiayaan 
pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). 
Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank 
Sulselbar maka akan memberikan pengaruh pada volume pembiayaan Unit Usaha 
Syariah Bank Sulselbar. 
Secara teori Dana Pihak Ketiga (DPK)merupakan dana simpanan masyarakat 
yang berupa tabungan, giro dan deposito, yang pada bank syariah menggunakan 
prinsip wadi’ah dan mudharabah.DPK yang telah dihimpun oleh Perbankan Syariah 
akan dialokasikan untuk kegiatan yangdiperbolehkan menurut syari‟ah, 
untukmenghasilkan pendapatan seperti pembiayaan. Menurut Muhammad (2005 : 




simpanan DPK. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun Perbankan Syariah 
maka kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan juga akan semakin besar. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Kalkarina et al (2016) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Serta penelitian 
yang dilakukan Furqaini & Yaya (2016) menunjukan bahwa Dana Pihak Ketiga 
(DPK) berpengaruh  positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.  
2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Volume 
Pembiayaan 
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap 
Volume Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. Artinya tinggi 
rendahnya Volume Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dipengaruhi 
oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB)di Provinsi Sulsel maka akan memberikan pengaruh pada 
volume pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. 
Secara teori PDRB di suatu daerah adalah ukuran pencapaian kegiatan 
ekonomi daerah tersebut, Sukirno (2004:17). Peningkatan PDRB menunjukkan 
tingkat kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat. Peningkatan ini juga 
menunjukkan adanya tambahan pendapatan masyarakat sekaligus merubah pola 
konsumsi masyarakat menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, tambahan pendapatan 




menambah atau meningkatkan jumlah pembiayaannya. Hal ini disebabkan oleh 
kemampuan dari sisi penghasilan bertambah dan dapat digunakan untuk membayar 
angsuran dari pembiayaan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hismendi (2015) yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Brotu 
(PDRB) berpengaruh positif terhadap permintaan kredit pada bank-bank umum di 
Provinsi Aceh. Serta penelitian yang dilakukan Kalesaran et al (2016) yang 
menyatkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit investasi 








Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menganai pengaruh 
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar, maka dapat di peroleh 
beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar.Peningkatan 
DPK akan meningkatkan volume pembiayaan dan penurunan DPK akan 
menurunkan volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. 
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara signifikan berpengaruh 
positif terhadap volume pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank 
Sulselbar.Peningkatan PDRB akan meningkatkan volume pembiayaan dan 
penurunan PDRB akan menurunkan volume pembiayaan pada Unit Usaha 
Syariah Bank Sulselbar. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran sebagai  
bahan pertimbangan untuk pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar 




1. Untuk dapat mengoptimalkan volume pembiayaan hendaknya Unit Usaha 
Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk meningkatkan jumlah dana pihak 
ketiga yang dihimpun dengan cara meningkatkna sosialisasi tentang produk-
produk yang dimiliki. Serta perlu adanya upaya pengedukasian masyarakat 
tentang perbedaan antara produk-produk yang dimiliki (produk perbankan 
syariah) dengan produk perbankan konvensional. Dengan demikian, 
diharapkan volume pembiayaan akan meningkat dan pengembangan Unit 
Usaha Syariah Bank Sulselbar juga bisa meningkat. Pada akhirnya, 
diharapkan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar bisa menjadi Bank Umum 
Syariah. 
2. Pemerintah Provinsi Sulsel hendaknya mengupayakan meberikan iklim usaha 
yang kondusif sehingga pangsa pasar Perbankan khususnya Unit Usaha 
Syariah Bank Sulselbar dalam hal pembiayaan semakin besar. Serta 
melakukan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat Sulsel sebagai upaya 
peninngkatan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan 
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Dalam Juta (Rp) 
TAHUN  DPK PDRB PEMBIAYAAN 
Maret-2010  52.582 39.384.737,76 87.391 
Juni-2010  72.854 42.530.945,93 110.356 
Sep-2010  82.202 45.345.331,83 144.322 
Des-2010  87.298 44.479.728,58 143.902 
Maret-2011 96.482 46.078.681,06 147.327 
Juni-2011 103.100 49.865.669,56 200.078 
Sep-2011 126.380 52.154.846,35 246.745 
Des-2011 137.482 50.189.887,85 259.958 
Maret-2012 140.770 53.695.585.99 296.423 
Juni-2012 157.826 57.402.139,61 332.861 
Sep-2012  243.247 59.897.672,33 333.683 
Des-2012 239.172 57.290.075,19 370.557 
Maret-2013 281.858 59.297.347,14 411.252 
Juni-2013 293.453 64.139.025,06 454.519 
Sep-2013 332.992 69.600.752,43 453.808 
Des-2013 324.460 65.799.291,55 466.139 
Maret-2014 302.412 68.710.973,33 494.151 
Juni-2014 289.230 72.758.771,17 502.044 
Sep-2014  323.773 79.532.336,35 496.362 
Des-2014 359.425 77.031.723,98 489.150 
Maret-2015 358.802 78.419.771,96 478.748 
Juni-2015 347.778 84.011.759,57 539.361 
Sep-2015  418.563 91.545.547,25 537.598 
Des-2015 402.460 86.349.344,03 543.202 
Maret-2016 388.929 87.834.908,64 534.507 
Juni-2016 415.929 94.274.145,44 519.944 
Sep-2016  539.013 100.956.574,36 488.782 
Des-2016 517.224 96.143.853,31 509.173 
Maret-2017 557.470 97.497.571,43 505.825 
Juni-2017 547.999 103.598.914,02 511.295 
  
Lampiran 2 








T Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -97293,263 46789,198  -2,079 ,047   
DPK ,449 ,217 ,349 2,069 ,048 ,246 4,071 
PDRB 
4,495 ,000 ,581 3,440 ,002 ,246 4,071 
a. Dependent Variable: Pembiayaan 
Sumber: Output SPSS 21 
Lampiran 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Output SPSS 21 
  
Lampiran 4 
Hasil Uji  Normalitas 
 
Sumber: Output SPSS 21 















Kolmogorov-Smirnov Z ,832 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,494 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21 
  
Lampiran 5 
Hasil Uji Regresi 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -97293,263 46789,198  -2,079 ,047 
DPK ,449 ,217 ,349 2,069 ,048 
PDRB 4,495 ,000 ,581 3,440 ,002 
a. Dependent Variable: Pembiayaan 
Sumber: Output SPSS 21 
 
Lampiran 6 




Model R R Square Adjusted R 
Square 






 ,811 ,797 68087,71724 ,376 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DPK 
b. Dependent Variable: Pembiayaan 
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a. Dependent Variable: Pembiayaan 
b. Predictors: (Constant), PDRB, DPK 
Sumber: Output SPSS 21 
 
Lampiran 8 
Hasil Uji t 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -97293,263 46789,198  -2,079 ,047 
DPK ,449 ,217 ,349 2,069 ,048 
PDRB 4,495 ,000 ,581 3,440 ,002 
a. Dependent Variable: Pembiayaan 
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